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ABSTRAK  
Kegiatan magang ini dilaksanakan pada Bidang Keuangan Dinas 
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten 
Serang dengan tujuan untuk mengetahui mekanisme penginputan 
pembayaran pajak dalam kegiatan administrasi keuangan. Proses 
penginputan dilakukan melalui pemeriksaan dokumen, 
pengecekan data, penginputan ke dalam sistem perpajakan, 
pembuatan e-Billing, pembayaran pajak, serta pengarsipan 
dokumen. Penggunaan Coretax dan e-Billing membantu proses 
administrasi pajak menjadi lebih teratur dan memudahkan 
pencatatan data. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa 
kendala, seperti kesalahan penginputan, ketidaklengkapan 
dokumen, dan gangguan jaringan. Upaya yang dilakukan yaitu 
pemeriksaan dokumen, pengecekan ulang data, meningkatkan 
pemahaman penggunaan sistem, serta melakukan koordinasi 
dengan pegawai. Dengan adanya upaya tersebut, proses 
penginputan pembayaran pajak dapat dilakukan dengan lebih 
teliti dan tertib. 
 
Kata Kunci: penginputan pembayaran pajak, administrasi 
keuangan, Coretax, e-Billing. 

 

ABSTRACT  
This internship was conducted within the Finance Division of the 
Serang Regency Public Housing and Settlement Agency (DPRKP) 
to understand the mechanism for inputting tax payments as part 
of financial administration activities. The input process involves 
document review, data verification, entry into the tax system, 
generation of e-Billing, tax payment, and document archiving. 
The use of Coretax and e-Billing systems helps organize tax 
administration and facilitates data recording. However, several 
challenges arose during implementation, such as input errors, 
incomplete documentation, and network disruptions. Mitigation 
efforts included document review, data re-verification, 
improving system proficiency, and coordinating with staff. These 
measures enabled the tax payment input process to be carried 
out with greater accuracy and orderliness. 
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PENDAHULUAN  
Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan 
dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Pajak tidak memberikan imbalan secara 
langsung kepada wajib pajak, tetapi digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. Dalam laporan magang, pajak ditempatkan sebagai salah satu kewajiban 
yang perlu dikelola secara tertib karena penerimaan negara memiliki kontribusi besar terhadap 
pembiayaan kebutuhan negara dan pembangunan. Pada tahun 2020, pendapatan negara 
tercatat Rp1.699,9 triliun, dengan penerimaan pajak sebesar Rp1.404,5 triliun, penerimaan 
negara bukan pajak Rp294,1 triliun, dan hibah Rp1,5 triliun (Maharani, 2021). 

Besarnya peran pajak tersebut membuat proses administrasi perpajakan perlu dilakukan secara 
teliti, termasuk pada lingkungan instansi pemerintah. Administrasi perpajakan tidak hanya 
berkaitan dengan pembayaran, tetapi juga mencakup pemeriksaan dokumen, pencatatan data, 
penginputan, pembuatan kode billing, pembayaran atau penyetoran, pencatatan bukti 
pembayaran, dan pengarsipan. Dalam sistem self assessment, wajib pajak diberikan 
kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak yang 
terutang, sedangkan Direktorat Jenderal Pajak melakukan pengawasan terhadap 
pelaksanaannya (Direktorat Jenderal Pajak, 2026). 

Dalam pelaksanaan magang pada Bidang Program dan Keuangan, khususnya Bagian Keuangan 
dan Akuntansi DPRKP Kabupaten Serang, penulis mengamati bahwa kegiatan administrasi 
keuangan berhubungan dengan berbagai dokumen, antara lain Surat Penyediaan Dana (SPD), 
Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan 
Dana (SP2D), serta dokumen pendukung lainnya. Bidang Keuangan juga melakukan pengelolaan 
administrasi perpajakan atas transaksi dan pembayaran pajak instansi. Penginputan dilakukan 
dengan memanfaatkan sistem perpajakan digital seperti Coretax dan e-Billing sehingga data 
dapat dicatat dan ditelusuri dengan lebih teratur. 

Penginputan pembayaran pajak pada bidang keuangan merupakan kegiatan memasukkan dan 
mencatat data yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak ke dalam sistem 
administrasi keuangan. Data tersebut dapat berasal dari dokumen pembayaran dan dokumen 
pendukung, seperti jenis pajak, masa pajak, jumlah pembayaran, kode billing, dan bukti 
pembayaran. Penginputan yang benar diperlukan agar data sesuai dengan dokumen sumber, 
mudah diperiksa kembali, dan dapat mendukung pelaporan serta penyusunan laporan keuangan. 

Berdasarkan kegiatan magang, permasalahan yang ditemukan dalam proses penginputan 
pembayaran pajak meliputi kesalahan memasukkan data, ketidaklengkapan atau 
ketidaksesuaian dokumen, gangguan jaringan, serta kebutuhan untuk meningkatkan 
pemahaman terhadap sistem perpajakan digital. Kesalahan pada jenis pajak, jumlah 
pembayaran, identitas wajib pajak, masa pajak, atau data transaksi dapat menghambat proses 
pembayaran dan pencatatan. Gangguan jaringan juga dapat memperlambat penerbitan kode 
billing karena layanan e-Billing membutuhkan akses internet. 

Atas kondisi tersebut, kegiatan magang ini difokuskan pada pemahaman mengenai mekanisme 
penginputan pembayaran pajak di Bidang Keuangan DPRKP Kabupaten Serang. Tujuan kegiatan 
adalah mengetahui pengertian penginputan pembayaran pajak, memahami mekanisme, 
prosedur, proses, dan tahapan penginputannya, serta mengetahui manfaat penggunaan Coretax 
dalam mendukung kegiatan administrasi perpajakan. Manfaat kegiatan diharapkan dapat 
memberikan gambaran mengenai pelaksanaan penginputan pembayaran pajak secara tertib 
sekaligus menambah pengalaman mahasiswa dalam administrasi keuangan pada instansi 
pemerintah. 
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METODE KEGIATAN  
Kegiatan magang dilaksanakan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) 
Kabupaten Serang pada Bidang Program dan Keuangan, Bagian Keuangan dan Akuntansi, selama 
6 Juli–5 Agustus. Metode yang digunakan dalam penyusunan laporan adalah metode deskriptif 
dengan memanfaatkan pengalaman langsung selama kegiatan magang serta informasi yang 
diperoleh dari instansi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi 
pustaka, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati alur kerja dan tahapan 
penginputan pembayaran pajak. Wawancara dilakukan melalui tanya jawab dengan 
pembimbing dan pegawai untuk memperoleh informasi mengenai proses, prosedur, serta 
kendala. Studi pustaka digunakan untuk mendukung landasan teori mengenai mekanisme dan 
administrasi perpajakan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi informasi berupa 
dokumen administrasi dan hasil kegiatan penginputan melalui sistem Coretax. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  
Hasil kegiatan menunjukkan bahwa mekanisme penginputan pembayaran pajak di Bidang 
Keuangan DPRKP dilakukan secara bertahap. Proses diawali dengan menerima dan memeriksa 
dokumen transaksi serta dokumen pendukung. Setelah dokumen dinyatakan lengkap, data 
seperti identitas wajib pajak, NPWP, jenis pajak, nilai transaksi, masa atau periode pajak, dan 
nominal pembayaran dimasukkan ke dalam sistem. Data yang telah diinput kemudian diperiksa 
kembali dengan dokumen sumber untuk memastikan kesesuaian sebelum proses dilanjutkan. 
Tahapan tersebut sejalan dengan pemahaman bahwa penginputan merupakan bagian dari 
pencatatan administratif yang mendukung pelaporan dan akuntabilitas perpajakan. 

Dalam praktiknya, penggunaan Coretax dilakukan dengan membuka aplikasi dan melakukan 
login, memilih menu pembayaran, masuk ke layanan mandiri kode billing, memilih tahap lanjut 
dan setoran, menentukan periode Januari–Desember 2025, kemudian mengisi data sesuai 
dokumen penginputan. Hasil penginputan berupa ID Billing yang digunakan sebagai dasar dalam 
proses pembayaran pajak. Penggunaan Coretax membantu membuat alur kerja lebih 
terstruktur karena data dimasukkan dan diproses secara digital. Selain itu, e-Billing mendukung 
proses pembayaran secara elektronik dan membantu pencatatan bukti pembayaran. 

Manfaat yang terlihat selama kegiatan adalah meningkatnya efisiensi, berkurangnya risiko 
kesalahan pencatatan melalui pengecekan ulang, meningkatnya ketertiban administrasi, serta 
kemudahan dalam menelusuri data perpajakan. Namun, proses tetap menghadapi kendala 
berupa kesalahan input, dokumen yang belum lengkap, gangguan jaringan, dan kebutuhan 
peningkatan pemahaman terhadap fitur sistem. Upaya perbaikan dilakukan dengan memeriksa 
dokumen sebelum input, mencocokkan kembali NPWP, jenis pajak, masa pajak, tahun pajak, 
dan nominal, meningkatkan keterampilan menggunakan Coretax dan e-Billing, serta 
berkoordinasi dengan pegawai ketika ditemukan kesalahan atau kendala. 
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Gambar 1. Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serang 

 
 

 
 

Gambar 2. Dokumentasi bersama pegawai DPRKP Divisi Keuangan 

 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  
Berdasarkan kegiatan magang pada Bidang Keuangan DPRKP Kabupaten Serang, mekanisme 
penginputan pembayaran pajak dilakukan melalui pemeriksaan dokumen, pengecekan data, 
penginputan pajak ke dalam sistem, pembuatan e-Billing, pembayaran, dan pengarsipan 
dokumen. Penggunaan Coretax dan e-Billing membantu membuat proses administrasi 
pembayaran pajak lebih teratur, efisien, dan mudah ditelusuri. Penginputan yang benar juga 
mendukung ketepatan pencatatan dan penyusunan administrasi keuangan. 

Kendala yang ditemukan meliputi kesalahan penginputan, dokumen yang belum lengkap, 
gangguan jaringan, dan kebutuhan peningkatan pemahaman terhadap sistem. Upaya yang 
dilakukan berupa pemeriksaan dokumen sebelum input, pengecekan ulang data, peningkatan 
pemahaman terhadap Coretax dan e-Billing, serta koordinasi dengan pegawai. Bagi DPRKP 
Kabupaten Serang, ketelitian pemeriksaan dokumen dan peningkatan keterampilan penggunaan 
sistem perpajakan digital perlu terus dilakukan. Bagi mahasiswa, kegiatan magang perlu 
dimanfaatkan untuk meningkatkan ketelitian, tanggung jawab, kemampuan bertanya, dan 
keterampilan menggunakan aplikasi administrasi serta perpajakan digital. 
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